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ABSTRAK 

 

 

PERANAN RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA LAMPUNG DALAM 

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN  

 

Oleh 

AMELIA BALQIS 

 
Tindak pidana pembegalan merupakan salah satu kejahatan yang mengancam 

keamanan dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu Direktorat Reserse Kriminal 

Umum Kepolisian Daerah Lampung dalam menindaklanjuti tindak pidana 

pembegalan ini melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum melalui 

tindakan penyidikan. Permasalahan: (1) Bagaimanakah perananReserse Kriminal 

Umum Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana pembegalan? (2) Apakah 

faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Reserse Kriminal Umum Polda 

Lampung dalam penyidikan tindak pidana pembegalan? 

 

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Narasumber terdiri dari Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dan 

Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum. Data dikumpulkan melalui 

studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara yuridis kualitatif  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peranan Penyidik Reserse Kriminal Umum 

Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana pembegalan terdiri atas peranan 

normatif, peranan ideal dan peranan faktual. Peranan normatif dilaksanakan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan KUHAP. Peranan ideal seharusnya penyidik dapat 

menangkap pelaku dalam waktu 1x24 jam, tetapi mengingat lokasi penangkapan 

yang berada di daerah Jabung Kabupaten Lampung Timur, dan masyarakat 

setempat memiliki kebiasaan menyembunyikan pelaku maka penyidik memerlukan 

waktu selama tiga hari untuk menangkap pelaku. Peranan faktual dilaksanakan 

dengan tindakan penangkapan terhadap yang dilaksanakan dengan waktu yang 

cepat, yaitu hanya tiga hari. Hal ini didukung oleh latar belakang status korbannya 

sebagai seorang anggota Brimob dan adanya dukungan rekaman CCTV di lokasi 

ATM tempat terjadinya pembegalan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya 

Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana 

pembegalan terdiri dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya 

adalah substansi hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penyidikandan 

dan profesionalisme penyidik dalam melakukan penyidikan. Faktor penghambatnya 

adalah tidak adanya sarana laboratorium forensik di Polda Lampung, masih adanya 

ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses 

penegakan hukum dan adanya nilai-nilai toleransi yang dianut budaya masyarakat 

untuk menempuh jalur di luar hukum positif untuk menyelesaikan perkara pidana.  



 

 

 

Amelia Balqis 
 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penyidikan hendaknya dilaksanakan secara 

jujur dan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas 

(2) Hendaknya penyidik meningkatkan kemampuan di bidang teknik dan taktik 

penyidikan sehingga penanggulangan tindak pidana menjadi lebih optimal.  

 

Kata Kunci: Peran, Penyidikan, Pembegalan 
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MOTTO 

 

 

“Kejahatan yang terorganisasi dengan baik  
akan dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi  

dengan baik” 

 
 

(Ali Bin Abi Thalib) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Hukum pada dasarnya bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang 

dilakukan oleh setiap masyarakat (individu). Pada garis besarnya hukum 

merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar 

keseimbangan hidup diantara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya 

kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau 

diperhatikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana setiap anggota 

masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, seringkali tidak 

menghiraukan aturan hukum. Ini terjadi karena kurang menyadari pentingnya 

serta akibat hukum yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada orang lain 

yang menjadi korban, bahkan akan mengakibatkan korban jiwa pada orang lain. 

 

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana 

dengan sanksinya yang berupa pidana, namun demikian usaha inipun masih sering 

dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah 

kejahatan ini menurut Herbert L. Packer sebagaimana Barda Nawawi Arief, 

bahwa usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggenakan pidana 

pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu 

persoalan sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.
1 

 

Kehidupan masyarakat memerlukan hukum, karena hukum bukan hanya menjadi 

parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga 
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untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum 

semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.  

 

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara 

tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak 

pidana melakukan tindakan melawan hukum sehingga terhadap pelaku tindak 

pidana dilaksanakan pemidanaan. Menurut Nikmah Rosidah, pemidanaan 

merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi 

oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui 

proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan 

pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.
2
 

 

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-

undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 

Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan 

terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan 

terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.  

 

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sosial adalah 

pembegalan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

pembegalan dapat dikategorikan ke dalam kelompok pencurian dengan kekerasan, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP sebagai berikut: 
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(1)  Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau 

memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada 

kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan 

kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap 

tinggal di tempatnya. 

(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan: 

a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 

dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di 

dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 

b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih 

c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan 

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.  

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu 

     berakibat ada orang mati. 

(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-

lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang 

luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau 

lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 

dan Nomor 3. 

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP di atas maka diketahui bahwa hukum 

positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur secara terperinci mengenai 

pidana pencurian dengan kekerasan berikut sanksi pidana yang diancamkan 

kepada pelaku tindak pidana pembegalan.  

 

Tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Polda Lampung semakin 

mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat, bahkan korbannya tidak pandang 

bulu, seorang anggota Brimob bernama Bharada Jefri Saputra menjadi korban dan 

harus kehilangan nyawanya karena dibunuh pelaku. Direktorat Reserse Kriminal 

Umum bersama Tim Gabungan bergerak cepat dalam menangkap pelaku tindak 

pidana begal yang disertai dengan pembunuhan anggota Brimob Polda Lampung 

tersebut, Kamis 27 Agustus 2015. Satu dari empat pelaku tewas ditembak lantaran 

melawan ketika ditangkap. Ketiga pelaku bernama Feri, Wan Sahril, dan Sudir, 

ditangkap tim gabungan Resmob dan Buser Polresta Bandar Lampung di wilayah 

Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Pelaku lainnya yang tewas bernama 

Romadon. Penangkapan para pelaku ini, polisi menyita barang bukti berupa tiga 

unit sepeda motor, satu unit senjata api rakitan jenis revolver, berserta tiga butir 

amunisi dan senjata tajam.
3
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Pembunuhan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu 

bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena 

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Apabila 

terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan, maka pembunuhan 

dapat disebut dengan pembunuhan berencana.  

 

Mengingat bahwa pembegalan dan pembunuhan terhadap anggota Brimob suatu 

perbuatan melanggar hukum maka Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda 

Lampung melaksanakan penegakan hukum dengan cara melakukan penyelidikan 

dan penyidikan guna mngungkap tindak pidana pembegalan yang disertai dengan 

pembunuhan terhadap Anggota Satbrimob tersebut. Direktorat Reserse Kriminal 

Umum meningkatkan patroli rutin dan lebih mengaktifkan peranan 

babinkamtibmas. Pihaknya juga meyakini ancaman ini tidak akan terjadi karena 

sudah banyak kawanan begal yang diungkap. Adanya anggapan mengenai sikap 

pasif aparat terkait penanganan begal, meski telah mengetahui daerah-daerah 

pelaku begal, aparat belum dapat melaksanakan tindakan karena penggerebekan 

baru bisa dilakukan jika telah ada pelanggaran hukum yang terjadi. Jadi apabila 

belum ada pelanggaran hukum dan langsung diambil tindakan hukum maka dapat 

dikatakan sebagai pelanggaran HAM. 

 

Pihak Kepolisian dalam hal ini melaksanakan perannya dalam mengungkap tindak 

pidana pembegalan yang disertai dengan pembunuhan. peranan merupakan 

implementasi dari pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai 

aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah 

melaksanakn fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian 

merupakan alat negara yang berperanan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 

keamanan dalam negeri. 

 

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelengaraan kehidupan 

berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau 

warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal 

(yang selanjutnya disebut tindak pidana) dan tindakan sewenang-wenang yang 

dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat 

dihindarkan. Dengan kata lain penegakan hukum secara ideal akan dapat 

mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya 

pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. 

Pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan semakin 

meningkatnya kecenderungan berbagai fenomena tindak pidana baik secara 
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kuantitatif dan kualitatif serta mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, 

bentuk, sifat, maupun keadaannya. Tindak pidana seakan telah menjadi bagian 

dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi tindak 

pidana akan terjadi.  

Penyidikan oleh kepolisian dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-

bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun 

sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya 

terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. 

Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup 

adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk 

segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang 

dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai  

oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti- 

bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai 

segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan 

disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, 

khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya 

suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.  

 

Penyidikan tindak pidana pembegalan dalam hal ini didukung oleh adanya 

peranan penyidik Reserse Kriminal Umum yang memiliki tugas pokok yatu 

melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak 

pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta 

pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).  
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Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian 

dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: “Peranan Reserse Kriminal 

Umum Polda Lampung dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembegalan” (Studi 

pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung) 

 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah peranan Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dalam 

penyidikan tindak pidana pembegalan? 

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Reserse Kriminal Umum 

Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana pembegalan? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan 

dengan Peranan Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dalam penyidikan 

tindak pidana pembegalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan tersebut. 

Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kepolisian Daerah Lampung dan 

ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2016. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  
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a. Untuk mengetahui peranan Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dalam 

penyidikan tindak pidana pembegalan 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Reserse 

Kriminal Umum Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana 

pembegalan. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peranan Kepolisian dalam 

penyidikan tindak pidana pembegalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

kepolisian sebagai aparat penegak hukum.  

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak 

kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum 

menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak 

pidana yang semakin kompleks dewasa ini. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 
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hukum
4
. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah:  

a. Teori peranan  

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang terdiri dari:  

 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

masyarakat. 

b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
5
 

 

Secara umum peranan adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang 

dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang 

yang memangku jabatan dalam organisasi.  

Selanjutnya peranan terbagi menjadi:  

a. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat  

b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan 

sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. 

c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau 

kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
6
 

 

Terkait dengan peranan tersebut, pihak kepolisian memiliki kewenangan 

dalam bidang penyidikan. Menurut Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian diketahui bahwa wewenang penyidik adalah 

                                                 
4
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 

5
 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pngantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242 

6
 Ibid. 2002. hlm.243-244 
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melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum 

acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 Ayat (1), 

menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah: 

1). Menerima laporan atau pengaduan.  

2). Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian. 

3). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 

4). Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu. 

 

 

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak 

sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan 

secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak 

sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan 

sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.  

2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka 

penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan 

kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang 

memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan 

penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya. 

4) Faktor masyarakat  
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Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting 

dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. 

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin 

memungkinkan penegakan hukum yang baik.  

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan 

nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, 

semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan 

dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam 

menegakannya.
7
 

 

 

2. Konseptual  

 

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia 

menjalankan suatu peran
8
 

b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). 

c. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang 

ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi 

                                                 
7
 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.  

 Jakarta. 1983. hlm.8-10 
8
 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pngantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.243 
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suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi 

masyarakat dari kejahatan
9
 

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
10

 

e. Pembegalan adalah suatu tindak kriminal di mana sang pelaku begal 

mengambil kepemilikan seseorang/sesuatu melalui tindakan kasar dan 

intimidasi. Karena sering melibatkan kekasaran, pembegalan dapat 

menyebabkan jatuhnya korban.
 11

 Pasal 365 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa 

diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan 

pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya 

sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri 

atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya. 

f. Pembunuhan adalah adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya 

nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu pebuatan 

melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak 

Asasi Manusia. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, 

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
12

 

 

                                                 
9
 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.  

 PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23 
10

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,  

 Jakarta. 1993. hlm. 46. 
11

 http://id.wikipedia.org/wiki/pembegalan.  
12

 Leden Marpauang, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta. 2000. 

  hlm. 21. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kriminalitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepemilikan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tindakan_kasar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Korban
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E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

 

I  PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

 

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan 

pustaka terdiri dari pengertian peran, kepolisian, penyidikan, 

penanggulangan tindak pidana, tindak pidana pembegalan dan 

pembunuhan. 

 

III  METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan 

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

 

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai peranan Reserse 
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Kriminal Umum Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana 

pembegalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Reserse 

Kriminal Umum Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana 

pembegalan tersebut 

 

V PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Peranan  

 

 

Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan 

sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang 

saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan 

kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan 

sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan 

tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (role accupant). Suatu hak 

sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan 

kewajiban adalah beban atau tugas.
 13

 

 

 

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau 

perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu 

posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. 

Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan 

berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. 

Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses 

keberlangsungan.
14

 

 

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan 

kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian 

tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek 

sebagai berikut:  

                                                 
13

 Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348. 
14

 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242 
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1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
15

 

 

 

Jenis-jenis peranan adalah sebagai berikut:  

1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat  

2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai 

dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. 

3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan 

sosial yang terjadi secara nyata
16

. 

 

 

B. Pengertian Penyidikan  

 

1. Pengertian Penyidikan 

 

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya 

istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 

1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari 

bahasa Belanda opsporing
17

 

 

Tugas polisi dalam rangka sistem peradilan pidana terutama sebagai petugas 

penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran 

                                                 
15

 Soerjono Soekanto. Op.Cit. 2002. hlm.242 
16

 Ibid. hlm.243 
17

 Sutarto. Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.73  
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ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan 

KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.  

 

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) 

KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”  

 

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk 

mendapatkan keterangan tentang: 

a. Tindak pidana apa yang dilakukan. 

b. Kapan tindak pidana dilakukan.  

c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.  

d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.  

e. Mengapa tindak pidana dilakukan.  

f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut
18

 

 

 

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti  

yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya 

masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi  

atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila 

berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan 

untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera 

disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang 

dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai  

oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti- 

                                                 
18

 Abdussalam, H. R. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu  

Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86. 
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bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai 

segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan 

disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, 

khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya 

suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.  

 

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian 

yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan 

dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya 

kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut 

juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan 

penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya 

paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, 

pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.  

 

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat 

kemungkinan, yaitu: 

a. Kedapatan tertangkap tangan. 

b. Karena adanya laporan. 

c. Karena adanya pengaduan. 

d. Diketahui sendiri oleh penyidik
19

  

 

Penyidikan menurut Moeljatno dilakukan setelah dilakukannnya penyelidikan, 

sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk 

melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga 

                                                 
19

 Sutarto. Op.Cit. hlm.74.  
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terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan 

bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan 

adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang 

dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. 

Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para 

tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.
 20

 

  

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat 

diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya–upaya penyidikan tersebut mulai dari 

surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal 

penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan 

tindak pidana, penyidik membertahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-

hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal 

ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan 

dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan 

cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum 

(kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa 

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan 

demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini dibertahukan kepada Penuntut Umum 

dan kepada tersangka atau keluarganya.  

 

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak 

ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan 

Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. 

                                                 
20

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana,Bina Aksara, 

Jakarta. 1993. hlm.105 
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Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian 

penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan 

penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, 

berkas diserahkan pada penuntut Umum (KUHAP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan 

ini dilakukan dua tahap: 

(1). Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. 

(2). Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung 

jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. 

 

Apabila pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa 

berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada 

penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri. 

Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal: 

(a).Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas 

perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut 

umum memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. 

(b).Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 8 Ayat (3)  

huruf (b), dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti 

dari penyidik kepada penuntut umum. 

(c). Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2), 

yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan 

merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. 

 

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila 

disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan 

harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, 

dapat pula terjadalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian 

penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali 

peristiwa itu. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari  
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Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan 

dianggap telah selesai.  

2. Tugas dan Wewenang Penyidik 

 

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat 

polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 

 

Tugas utama penyidik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 

(2) KUHAP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan 

sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan kewajibannya, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana, penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) 

karena kewajibannya mempunyai wewenang:  

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana. 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri  

tersangka. 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 

h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara. 

i. Mengadakan penghentian penyidikan. 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 

 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) menyatakan bahwa 

wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.  
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Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 Ayat (1), 

menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah: 

1). Menerima laporan atau pengaduan.  

2). Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian. 

3). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 

4). Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu. 

 

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polri 

 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk 

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.  

 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:  

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan 

nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh 
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terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya 

ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan 

potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan 

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk 

gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.  

b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan 

terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau 

kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. 

 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum;  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, 

bertugas: 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan;  

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan;  

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa;  
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g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya;  

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian;  

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia;  

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian;  

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah: 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;  

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum;  

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara 

lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, 

penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, 

penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau 

paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan 

dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan 

dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia. 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian;  

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan; 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

i. Mencari keterangan dan barang bukti; 

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat;  

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.  
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Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya berwenang: 

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan 

kegiatan masyarakat lainnya;  

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;  

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;  

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan 

peledak, dan senjata tajam; 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap 

badan usaha di bidang jasa pengamanan;  

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus 

dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;  

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik 

dan memberantas kejahatan internasional;  

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing 

yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;  

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional;  

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian.  

 

 

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya UU 

Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas 

dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat 

menjebatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, 

yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, 

kurang responsive terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan 

politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperanan 

untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di 

masyarakat.
 21
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Pengorganisasian dan Tata Cara Kerja Polisi itu diatur berdasarkan Keppres 

Nomor 70 Tahun 2002. Dalam hal ini saluran kewenangan di tingkat Mabes Polri 

menerapkan tipe staf fungsional dan general, di mana terdapat pejabat fungsional 

seperti Kaba Reskrim, Kaba Intelkam yang memiliki wewenang terbatas dalam 

bidang pekerjaan tertentu, di samping itu Kapolri juga dibantu oleh staf yang tidak 

memiliki kewenangan komando, antara lain staf ahli, dan staf 

auxiliary/pendukung (pengurusan administrasi personel, logistik, keuangan, 

pendidikan dan latihan). Kemudian pada tingkat Polda ke bawah berlaku bentuk 

organisasi garis dan fungsional yang dicirikan oleh adanya pejabat fungsional di 

tingkat Polda yang memiliki kewenangan terbatas di bidang pekerjaan tertentu 

(misalnya Direktur Reserse Narkoba, Direktur Intelkam, Kepala Biro Personel dan 

sebagainya), serta para Kepala Satuan Pelaksana (Kapolrestabes, Kapolres/ta dan 

Kapolsek) yang memiliki wewenang melaksanakan semua bidang pekerjaan 

kepolisian di wilayah hukum masing-masing. 

 

Organisasi polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pos 

Polisi merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, 

staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana 

memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian, 

sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang 

pekerjaan tertentu. Secara lebih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya 

adalah garis dan fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek 

yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di 

wilayah hukum Polsek masing-masing, di samping itu ada pejabat fungsional baik 

di bidang opersional (Kepala Satuan Reserse, Kepala Satuan Intelkam, Kepala 
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Satuan Lantas, Kepala Satuan Binmas dan Kepala Bagian Operasi) maupun 

Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Unit P3D (Pelayanan, Pengaduan, dan 

Penegakan Disiplin). Kelemahannya ialah, pengorganisasian polisi di tingkat 

Polres yang memiliki kewenangan cukup luas tidak dilengkapi staf yang bertugas 

untuk mengkaji dan menganalisis guna memberikan masukan kepada 

pimpinannya.  

 

Polri yang memiliki organisasi sangat besar tersebut apabila tidak diimbangi 

peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka 

penonjolan kekuasaan (power) dalam menjalankan tugas sangat mungkin masih 

akan terus berlangsung. Di sisi lain yang tidak kalah pentingnya ialah, mengingat 

pada setiap anggota polisi itu melekat kekuasaan deskresi dalam menjalankan 

tugas, apabila hal tersebut tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku (code of 

practice) yang jelas bagi masing-masing petugas polisi pada fungsi kepolisian 

(Intel, Reserse, Samapta, Binmas, Lalu- Lantas) maka pelanggaran etika yang 

dilakukan polisi akan terus terjadi. Dalam kaitan masalah ini perlu didudukkan 

pula sistem pemolisian di Indonesia sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Juga 

dalam hal sistem manajemen kepolisian agar lebih praktis mengingat beban 

tugasnya semakin hari terus meningkat.
 22

 

 

Akhirnya bagi Polri, masyarakat bukan hanya kepada siapa mereka memberikan 

pelayanan (jasa kepolisian), tetapi juga kepada siapa mereka harus 

bertanggungjawab. Pertanggungjawaban hukum khususnya atas penggunaan 

kekuatan paksa fisik oleh individu-individu polisi maupun pertanggungjawaban 
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organik kepolisian tentunya tidak meniadakan pertanggungjawaban publik (public 

accountability). Disini akuntabilitas publik kepolisian menjadi sangat penting 

mengingat pekerjaan polisi syarat dengan kewenangan diskresi dan upaya 

memaksa, bahkan menyangkut nyawa seseorang yang hal itu cukup sulit untuk 

dikontrol (low-visibility).  

 

Konsekuensinya ialah, dalam kondisi ini akses publik harus dibuka seluasnya bagi 

pengawasan kepolisian, baik terhadap tindakan dari para petugas kepolisian 

maupun perumusan kebijakan dan manajemen kepolisian. Kondisi ini dibutuhkan 

bukan saja oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai 

obyek tindakan kepolisian. 

 

Eksistensi polisi dalam suatu negara perlu legitimasi yang jelas. Ada dua alasan 

untuk hal itu. Pertama, setiap lembaga negara perlu diberi derajat monopoli 

kekuasaan untuk menjalankan tugasnya. Hal ini penting bagi polisi karena dalam 

menjalankan tugasnya mendapatkan mandat untuk menggunakan kekuatan fisik 

yang terorganisir. Kedua, dalam negara demokratis seluruh lembaga negara harus 

memiliki akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Ini berarti bahwa, mandat 

yang diperoleh polisi untuk menggunakan kekuatan paksa fisik harus disertai 

pertanggungjawaban dan bila terjadi kegagalan dalam memberikan 

pertanggungjawaban harus disertai pula hukuman. 

 

Secara struktural, dalam lembaga kepolisian melekat dua kekuasaan. Pertama, 

kekuasaan di bidang hukum, dan kedua kekuasaan di bidang pemerintahan. Kedua 

kekuasaan itu melahirkan tiga fungsi utama kepolisian, yaitu sebagai penegak 

hukum yang diperoleh dari kekuasaan bidang hukum; sebagai pelayan masyarakat 
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termasuk penegakan ketertiban umum, dan sebagai pengayom keamanan. Kedua 

fungsi terakhir diperoleh dari kekuasaan bidang pemerintahan. Kekuasaan polisi 

tersebut diwujudkan dalam bentuk kekuatan paksa fisik yang terorganisir untuk 

mengontrol perilaku masyarakat dalam mencapai moral kolektif. Kekuasaan di 

sini tentu mengacu pada suatu dasar dari bentuk kesepakatan bersama. Artinya, 

kekuasaan polisi itu tidaklah berdiri sendiri untuk mencapai moral kolektif, 

banyak lembaga lain yang terlibat di dalamnya, polisi bukanlah satu-satunya 

lembaga yang memiliki kekuasaan absolut untuk membangun moral kolektif. 

Sampai di sini sesungguhnya polisi tidak memiliki masalah yang serius, 

persoalannya muncul ketika masyarakat menuntut polisi agar menjadi wasit yang 

adil dalam kinerjanya, sedangkan strategi kekuasaan merangkak ke arah titik 

orientasi tujuan pihak penguasa. Dalam kondisi demikian apabila polisi tidak 

diimbangi dengan kemampuan yang memadai, maka sangat dimungkinkan mudah 

mengabaikan tujuan moral kolektif. 
23

 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, 

titik rawan kekuasaan polisi itu terletak pada fungsi pokoknya, di mana fungsi 

pemelihara keamanan dan ketertiban lebih menonjol daripada fungsi penegakan 

hukum dan pelayanan masyarakat. Kecenderungan penggiringan Polri menjadi 

agent of political stabilisation tersebut sesungguhnya berbahaya sebagaimana 

dialami semasa Orde Baru berkuasa, di mana TNI bersama Polri lebih hadir 

sebagai alat kekuasaan ketimbang sebagai penegakan hukum yang ujung-

ujungnya hanya menguntungkan segelintir elit penguasa saja. Dalam undang-

undang tersebut hubungan Polri dengan departemen lain yang memiliki 
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kewenangan kepolisian antara lain Bea Cukai, Imigrasi, POM, Pajak, dan 

lembaga-lembaga adat yang mengemban fungsi kepolisian juga kurang diatur 

secara koordinatif. 

 

Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan posisi Polri 

langsung di bawah Presiden jelas memberi peluang bagi kemungkinan 

digunakannya polisi sebagai alat kepentingan politik Presiden atau menjadi 

kekuatan yang memonopoli penggunaan kekerasan secara politis, bukan secara 

hukum.  Selain itu kewenangan yang diberikan kepada Polri dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18) terkesan 

memberi kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan tugas. Apabila hal itu 

tidak diimbangi kontrol publik yang kuat, maka kemungkinan terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) sangat besar. Di berbagai negara 

demokratis, menjadi prasyarat mutlak adanya suatu external overside untuk 

mengoreksi, mengarahkan dan mengembangkan kepolisian agar menjadi 

organisasi yang profesional dan mengabdi kepada kepentingan publik.  

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah menetapkan adanya Komisi 

Kepolisian Nasional (Pasal 37) namun fungsionalisasinya masih terbatas hanya 

sebagai penasehat Presiden dan sekedar menerima keluhan masyarakat, sedangkan 

wewenang investigasi terhadap anggota polisi yang melakukan penyimpangan 

(pelanggaran etika maupun pidana) tidak dimiliki. Apalagi jika personelnya diisi 

dari kalangan pejabat pemerintah, maka harapan terwujudnya independensi 

lembaga akan sulit tercapai. Hal ini menunjukkan masih lemahnya sarana kontrol 

terhadap lembaga kepolisian di Indonesia. 
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Pengaturan keanggotaan Polri pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) tampak 

membedakan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Polisi. Pada hal setelah 

keluar dari pengorganaisasian TNI, polisi dinyatakan sebagai ”polisi sipil”. 

Selayaknya keanggotaan pada lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, 

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga sipil, tidak dibedakan 

antara PNS dengan jaksa, hakim maupun aparat pemasyarakat. Yang 

membedakan adalah ”kewenangan” yang dilekatkan kepada individu-individu 

yang memiliki tugas khusus. Seperti penuntut umum, hakim, sipir, dan 

penyelidik/penyidik jika di lingkungan Polri tidak menganut diskriminasi.  

Menghadapi kenyataan tersebut, pemikiran ke depan terhadap Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 perlu diselaraskan secara cermat dengan diarahkannya 

kelembagaan polisi menjadi bagian dari demokratisasi lewat fungsi pokok sebagai 

penegak hukum dalam rangka melindungi masyarakat. Seperti halnya disetiap 

negara yang menganut prinsip demokrasi di mana keberadaan institusi kepolisian 

terfokus pada mandat publik yaitu pemberantas kejahatan (to control crime) dan 

pemelihara ketertiban (to maintain order).  

 

Polisi selain dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara 

dinamis, perlu meningkatkan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban 

tugas untuk mengimbangi beban yang terus meningkat. Di sisi lain yang tidak 

kalah penting, mengingat pada setiap anggota polisi melekat kekuasaan deskresi 

dalam menjalankan tugas, apabila hal itu tidak disertai dengan rumusan aturan 

perilaku (code of practice) yang jelas bagi masing-masing fungsi kepolisian (Intel, 

Reserse, Samapta, Binmas, Lalu- Lantas) maka pelanggaran etika yang dilakukan 

polisi akan terus terjadi. Perlu adanya kaji ulang terhadap sistem kepolisian di 
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Indonesia yang sesuai dengan kondisi sosial budaya bangsa. Juga dalam hal 

manajemen kepolisian agar lebih praktis mengingat beban tugas polisi semakin 

hari terus meningkat. 

 

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi kepolisian yang paling esensial. 

Sasaran utama fungsi ini adalah untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat 

yang bisa ditempuh melalui penyelesaian perkara secara tuntas tanpa disertai 

pernyataan untuk mendapatkan imbalan. Kinerja Polri di bidang ini mencakup dua 

aspek, yakni : (1) Kinerja dalam menekan kriminalitas; (2) Kinerja dalam 

memberikan perlindungan kepada masyarakat.  

 

Kinerja polisi dalam menekan kejadian kriminalitas antara lain dapat diukur dari 

keberhasilan dalam menurunkan angka kejahatan. Sedangkan kinerja dalam 

memberi perlindungan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai bentuk 

tindakan, seperti reaksi cepat polisi ketika menerima laporan dari masyarakat; 

patroli yang dijalankan secara kontinue, kehadiran polisi tepat waktu di 

tempat-tempat yang dianggap rawan. Demikian pula masyarakat mengharap tidak 

merasa was-was ketika : (1) berjalan kaki pada malam hari; (2) meninggalkan 

rumah tanpa penjaga selama beberapa hari; (3) jika pintu mobil yang tidak 

terkunci atau melengkapi rumah dengan kunci-kunci pengaman; dan (4) tidak 

merasa khawatir terhadap barang-barang berharga yang ditinggal di rumah. 

Kondisi ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap polisi dalam 

menangani keamanan.  

 

Bentuk kepercayaan tersebut adalah kesediaan untuk menyerahkan penanganan 

setiap masalah kepada polisi. Kepercayaan ini akan menghindarkan masyarakat 
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dari tindakan main hakim sendiri, yang cenderung tidak mengindahkan prosedur 

hukum yang semestinya berlaku. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat 

terhadap polisi maka akan semakin terjaga pelaksanaan hukum dan ketertiban di 

masyarakat tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 

kepercayaan masyarakat terhadap polisi maka semakin tinggi pula kinerja polisi. 

 

Perwujudan kepercayaan masyarakat pada polisi itu antara lain ialah kesediaan 

melapor ketika : (1) melihat orang kecopetan; (2) melihat orang yang 

mencurigakan di sekitar perumahan; (3) mengetahui adanya korupsi di sebuah 

instansi pemerintah; (4) mengetahui adanya arena perjudian di sekitar 

pemukiman; dan (5) mengetahui adanya traksaksi jual-beli obat terlarang. Di 

samping itu sikap polisi dalam penegakan hukum diharapkan edukatif, 

berwibawa, tanpa pilih bulu, mandiri, menghargai pada hak-hak tersangka, 

menguasai aturan-aturan hukum, dan tidak melakukan siksaan fisik. Selain itu 

perilaku polisi juga harus disiplin, memiliki etos kerja keras, pengabdian, 

kerajinan, sikap pantang menyerah, dan menjadi teladan bagi masyarakat. 

 

Penilaian masyarakat terhadap rendahnya moral polisi tidak lepas dari perilaku 

negatif anggota polisi yang memanfaatkan kewenangannya. Terhadap argumen 

bahwa polisi berbuat demikian karena rendahnya gaji yang mereka terima dinilai 

tidak selalu benar. Terdapat beberapa profesi lain yang juga bergaji kecil, seperti 

guru akan tetapi tindakannya tidak demikian. Pelanggaran hukum juga jamak 

ditemukan pada aparatur lain, namun tidak sebesar yang dilakukan pada polisi. 

Perbandingan yang dilakukan tersebut bisa jadi kurang proporsional dan kurang 

transparan. Namun hal ini juga menegaskan sisi positif yakni tingginya tingkat 
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sensitivitas warga masyarakat terhadap perilaku pelanggaran hukum yang 

dilakukan oleh polisi. 

 

Terhadap indikasi rendahnya moral polisi di lapangan, warga masyarakat sangat 

berharap bahwa polisi memiliki sikap adaptasi yang tinggi dalam masyarakat. Hal 

ini dimungkinkan karena pertukaran penugasan anggota polisi yang berasal dari 

suatu daerah ke daerah lain, ada yang kurang mampu beradaptasi dengan 

lingkungannya, sehingga kurang memiliki kedekatan dengan masyarakat. 

Rendahnya tingkat adaptasi polisi juga bisa disebakan karena rendahnya 

komitmen dalam menjalankan tugasnya, bahkan tidak jarang terlihat sangat 

apatis. Masyarakat dalam kondisi demikian lebih suka menghindarkan dari 

berurusan dengan polisi, selain karena alasan birokrasi Polisi yang berbelit-belit, 

layanan yang diberikan polisi sering diskriminatif dan masyarakat menyangsikan 

kerahasiaan pelaporan. 

 

Maknanya adalah harapan masyarakat membuat polisi dalam pelaksanaan tugas 

semakin hari semakin berat. Di satu sisi, masyarakat menginginkan polisi yang 

bisa menjadi teladan dan panutan masyarakat, sehingga bisa menjadi tempat 

bertanya. Masyarakat berkembang menjadi lebih kritis dan bahkan merasa lebih 

pandai dari pada anggota polisi. Polisi sendiri kewalahan bila menghadapi 

masyarakat yang kritis. Pengertian sikap pelayanan dalam ini adalah tidak 

membedakan pangkat, tidak membedakan kaya-miskin, tidak meminta uang jasa, 

ramah dan sopan, cekatan, mempermudah urusan, pelayanan dalam rangka 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.  
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D. Tindak Pidana Pembegalan  

 

Tindak pidana pembegalan dalam KUHP dapat dikategorikan dalam tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan. Pasal 365 KUHP mengatur: 

(1)  Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau 

memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada 

kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan 

kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap 

tinggal di tempatnya. 

(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan: 

a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 

dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di 

dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 

b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih 

c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan 

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.  

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu 

   berakibat ada orang mati. 

(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-

lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang 

luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau 

lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 

dan Nomor 3. 

a. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yang berbunyi 

”Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi 

pingsan atau tidak berdaya lagi.Sedangkan melakukan kekerasan menurut 

Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara 

tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, 

menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian 

kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang 

dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan 

pada orang dan bukan pada barang. 

b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas 

tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah 

tertutup, atau pekarangan yang di dalamnya ada rumah, atau dilakukan 

pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 

88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci 

palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan 

menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu: 

Luka berat berarti: 

1) Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan 

sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut. 
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2) Senantiasa tidak cukap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan 

pencahariaan. 

3) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra. 

4) Mendapat cacat besar. 

5) Lumpuh (kelumpuhan). 

6) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu. 

7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan. 

c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka 

ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang 

penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri. 

d. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya 

orang luka berat dan perbuatan itu dilakuakan oleh dua orang atau lebih 

bersama-sama atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu: ”Mufakat jahat 

berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan 

melakukan kejahatan itu”. 

 

 

E. Tindak Pidana Pembunuhan  

Pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana terhadap “nyawa” yang dimuat 

pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”, yang diatur 

dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka 

KUHP mengaturnya sebagai berikut: 

a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia 

b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan  

c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan
24

 

Dilihat dari segi kesengajaan (dolus), tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas: 

a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja  

b. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat 

c. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu  

d. Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh 

e. Pembunuhan yang menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri
25

 

 

 

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut, pada hakikatnya dapat 

dibedakan sebagai berikut: 
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 Leden Marpauang, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta. 2000. 

 hlm. 19. 
25

 Ibid. hlm. 20. 
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a. Dilakukan dengan sengaja (diatur dalam Bab XIX) 

b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan (diatur dalam Bab XXI) 

c. Dilakukan karena tindak pidan lain, mengakibatkan kematian (diatur antara 

lain dalam Pasal 170, Pasal 351 Ayat (3) dan lain-lain)
 
 

 

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil, yakni delik yang hanya 

menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang 

menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam 

KUHP adalah sebagai berikut: 

a. Pembunuhan (Pasal 338) 

b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339) 

c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340)  

d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Pasal 341) 

e. Pembunuhan Bayi Berencana (Pasal 342) 

f. Pembunuhan Atas Permintaan yang bersangkutan (Pasal 342) 

g. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345) 

h. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346) 

i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348) 

j. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan 

(Pasal 349)
 26

 

 

 

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa 

seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu pebuatan melawan hukum 

dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 dinyatakan bahwa: Barang siapa 

sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana 

penjara paling lama lima belas tahun. 

 

Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan maka 

pembunuhan tersebut dapat disebut dengan pembunuhan berencana. Dalam Pasal 
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 Ibid. hlm. 22. 
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339 dinyatakan bahwa pembunuhan yang disertai atau didahului oleh sesuatu 

perbuatan pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 

pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari 

pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan 

barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara 

seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.  

 

Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih 

dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana 

(moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 

tertentu paling lama dua puluh tahun.  

 

Pembunuhan (murder) diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai 

berikut : "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum 

karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-

lamanya lima belas tahun." Unsur-unsur pembunuhan adalah: (a) Barang siapa 

(ada orang tertentu yang melakukannya); (b) Dengan sengaja (sengaja sebagai 

maksud, sengaja dengan keinsyafan pasti, sengaja dengan keinsyafan/dolus 

evantualis, menghilangkan nyawa orang lain. 

Sebagian pakar mempergunakan istilah "merampas jiwa orang lain". Setiap 

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa 

orang lain adalah pembunuhan. Pada teks RUU KUHP Tahun 2012 masih 

menggunakan istilah "merampas nyawa orang lain". Istilah ini perlu mendapatkan 

perhatian, karena dengan kata "membunuh" persepsi masyararakat umum, telah 

jelas. Di Thailand dirumuskan "melakukan pembunuhan terhadap orang lain", 

sedang di Malaysia mempergunakan istilah "menimbulkan kematian dengan 

melakukan suatu perbuatan", sedang pada Code Penal mempergunakan istilah 

"pembunuhan". Kata "murder" pada "The Lexicon Webster Dictionary", dimuat 

artinya sebagai berikut: "The act of unlawfully killing a human being by another 

human with premeditated malice." "The act of unlawfully" (perbuatan melawan 
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hukum) seyogianya dimuat dalam rumusan "pembunuhan" sebab jika membunuh 

tersebut dilakukan dengan tanpa melawan hukum, misalnya, melaksanakan 

hukuman mati, maka hal tersebut bukan "pembunuhan". Kata-kata 

"menghilangkan nyawa orang lain" atau "merampas nyawa orang lain", sudah 

saatnya dipikirkan untuk diganti dengan istilah yang lebih realistis.
 27

 

 

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan". 

Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari:  

a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:  

(1) Penganiayaan biasa; 

(2) penganiayaan yang mengakibatkan luka berat 

(3) penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati. 

b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP 

c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rincian 

sebagai berikut:  

(1) Mengakibatkan luka berat 

(2) mengakibatkan orangnya mati. 

d. Penganiayaan berat yang diatur olch Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai 

berikut: 

(1) Mengakibatkan luka berat; 

(2) mengakibatkan orangnya mati. 

a. Senganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan 

rincian sebagai berikut: 

(1) Penganiayaan berat dan berencana: 

(2) Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau 

bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris 

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.
28

 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian 

Daerah Lampung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  
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 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55 
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer bersumber dari: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau 

arsip yang berhubungan dengan penelitian  

c. Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai 

referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 
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C. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Lampung   : 2 orang  

2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  

Universitas Lampung       : 1 orang + 

Jumlah         : 3 orang   

  

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi pustaka (library research) 

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.  

b. Studi lapangan (field research) 

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden 

sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam penelitian. 

  

2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data 

yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 
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a. Seleksi data 

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  

b. Klasifikasi data 

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang 

telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar 

diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Penyusunan data 

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling 

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada 

subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun 

secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik 

kesimpulan yang bersifat umum
29
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan  

 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Peranan Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dalam penyidikan 

tindak pidana pembegalan terdiri atas peranan normatif, peranan ideal dan 

peranan faktual. Peranan normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 

KUHAP. Peranan ideal seharusnya penyidik dapat menangkap pelaku dalam 

waktu 1x24 jam, tetapi mengingat lokasi penangkapan yang berada di daerah 

Jabung Kabupaten Lampung Timur, dan masyarakat setempat memiliki 

kebiasaan menyembunyikan pelaku maka penyidik memerlukan waktu selama 

tiga hari untuk menangkap pelaku. Peranan faktual dilaksanakan dengan 

tindakan penangkapan terhadap yang dilaksanakan dengan waktu yang cepat, 

yaitu hanya tiga hari. Hal ini didukung oleh latar belakang status korbannya 

sebagai seorang anggota Brimob dan adanya dukungan rekaman CCTV di 

lokasi ATM tempat terjadinya pembegalan. 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Penyidik Reserse Kriminal Umum 

Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana pembegalan terdiri dari 

faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah adanya 

substansi hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penyidikandan 



 

 

81 

dan profesionalisme penyidik dalam melakukan penyidikan secara cepat 

berdasarkan pada hukum acara pidana. Faktor penghambatnya adalah tidak 

adanya sarana laboratorium forensik di Polda Lampung, masih adanya 

ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses 

penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembegalan dan masih 

adanya nilai-nilai toleransi yang dianut budaya masyarakat untuk menempuh 

jalur di luar hukum positif untuk menyelesaikan perkara pidana.  

 

B. Saran 

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Lampung hendaknya melaksanakan 

penyidikan dengan sebaik-baiknya secara jujur dan bertanggung jawab serta 

bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan 

pidana. Sekalipun polisi memiliki kewenangan diskresi, namun dalam 

melaksanakan kewenangan tersebut hendaknya polisi tidak sewenang-wenang, 

tetapi tetap berada pada koridor dan batas yang telah ditentukan oleh hukum. 

 

2. Hendaknya Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Lampung meningkatkan 

kemampuan di bidang teknik dan taktik penyidikan sehingga upaya 

penanggulangan tindak pidana pembunuhan menjadi lebih optimal dan 

sebagau upaya mengantisipasi meningkatnya angka tindak pidana pembegalan 

di seluruh wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung.  
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